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Abstrak 

Permasalahan Private Military Company (PMC) di Pertempuran Khasham di Suriah berawal dari revolusi Arab   Spring pada tahun 2010 yang berlanjut menjadi  konflik perang saudara Suriah dengan gerakan separatis lainnya. Suriah kemudian dibantu oleh Rusia yang memakai PMC Wagner. Dalam kasus Pertempuran Khasham, PMC Wagner bersama dengan militer Suriah merebut daerah kekuasaan salah satu gerakan separatis yang didukung oleh Amerika.Kemudian terjadi pertempuran sengit dan pihak Wagner banyak yang berguguran. Pihak Wagner juga diketahui membunuh seorang warga sipil, namun Rusia enggan untuk mengakui keterlibatan PMC Wagner di Pertempuran Khasham. Hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum yaitu mengenai tanggung jawab Rusia sebagai negara penyewa dan kedudukan hukum PMC dalam hal ini Wagner dalam hukum humaniter internasional.  Juga menimbulkan isu hukum kekeosongan norma karena belum adanya aturan yang secara khiusus mengenai PMC. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis tanggung jawab negara pada PMC pada pertempuran Khasham Serta menganalisis akan kedudukan PMC dalam hukum humaniter internasional.  Hasil penelitian terkait perkara tanggung jawab negara penyewa terhadap PMC ini adalah adanya kekosongan norma mpada hukum humaniter internasional mengenai PMC. Tanggung jawab negara pada PMC berdasar pada Common Article 1 Konvensi Jenewa yang menyatakan bahwa setiap tindakan harus menghormati hukum humaniter internasional dan kedudukan hukum PMC masih belum jelas, karena mereka termasuk sekaligus dalam kombatan dan civilian.

Kata Kunci: Private Military Company, pertanggungjawaban hukum, kedudukan hukum.

Abstract

The problem of Private Military Compay (PMC) in Battle of Khasham in Syria rooted from Arab Spring revolution in 2010 which continued to be Syrian civil war conflict between Syria and their separatist movement. Syria then helped by Russia that used PMC Wagner. In Battle of Khasham, PMC Wagner together with Syrian military soildiers crosses Euphrates to seize a region that ruled by a separatist movement and helped by The US. Then fierce battle happened and many Wagners passed away. A wagner soldier also known to murder a civilian, but Russia refused to acknowledge the involvement of PMC Wagner in Battlen of Khasham. The problem raised a law problem which is about Russian responsibility as hiring state and the legal status of PMC in international humanitarian law.  Also raised legal void as legal issue, because no certain statute about PMC. The research goal is to analyze hiring state responsibility and the legal status of PMC.
The research result about the responsibility of hiring state to PMC is a legal void in international humanitareian law. The hiring state of PMC based on Common Article I Geneva Convention which stated every act should respect international humanitarian law and for PMC legal status is not clear yet, because they are both included as combatant and civilian.
Key words:.Private Milirtary Company, legal responsibility, legal status.
PENDAHULUAN

Pada kehidupan manusia ini tentu tak lepas dari konflik, dan salah satu bentuk konflik adalah perang. Perang dalah sebuah aksi fisik dan non fisik yang dalam arti sempit, adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan, yang dilakukan antara dua atau lebih kelompok manusia (Suryohadiprojo, 2008). Perang bisa terjadi antara suku, antara bangsa, atau negara.  Perang terjadi karena bermacam-macam faktor, seperti faktor ekonomi, politik, atau sosial. Begitu pula dengan perang yang terjadi di Suriah. 

Konflik di Suriah bermula dari adanya fenomena Arab Spring atau Musim Semi Arab, yakni merupakan momen kebangkitan warga dari negara-negara di Arab untuk melakukan revolusi akan pemimpin-pemimpin sebelumnya yang dianggap oleh mereka tiran. 
“Kejadian ini bermula dari aksi bakar diri yang dilakukan oleh seorang pedagang di Tunisia bernama Mohamed Bouazizi pada tahun 2010 yang merupakan aksi protes pada ketidakadilan yang dialami pada pemerintahan Tunisia, yang menyebar pada seluruh negara, dan menyebabkan turunnya presiden Tunisia setelah kekuasaannya selama 23 tahun”(Dabashi 2012).
 Kemudian aksi ini menyebar, tidak hanya di Tunisia. Negara-negara Arab lain seperti Suriah, Mesir, Libya, Bahrain, dan Yaman.

“Revolusi di Suriah dimulai dengan antara skala kecil dan aksi damai oleh protesnya warga anti pemerintah di Hariqah, Damaskus pada tanggal 17 Februari 2011, atau pada tanggal 26 Januari 2011, ketika seorang pemuda Suriah bernama Hasan 'Ali' Aqlah membakar dirinya di kota Al-Hasakah, dalam aksi protes anti kebijakan pemerintah, yang serupa dengan aksi bakar diri yang dilakukan oleh Mohamed Bouazizi di Tunisia”(Brownlee 2013).


Setelah Arab Spring negara-negara seperti Mesir, Tunisia, Bahrain, dan Libya berhasil menggulingkan presiden mereka saat itu yang telah bertahun-tahun menduduki kekuasaan. Namun, tidak untuk Suriah. Aksi ini ditekan dengan keras oleh pemerintah, sehingga rakyat tidak bisa menggulingkan Bashar al-Assad yang masih menduduki kekuasaan hingga saat ini(Dabashi 2012). Hal ini menyebabkan banyak pihak oposisi muncul seperti Syrian Democratic Forces (selanjutnya disebut SDF) yang didukung oleh Amerika Serikat(Holliday 2012).
Selain SDF, ada banyak pihak juga yang terlibat dalam konflik ini, seperti Free Syrian Army yang juga didukung Turki dan Arab Saudi(Ashawi 2018), Al-Nusra yang merupakan cabang dari grup teroris Al-Qaeda, dan juga Army of Conquest(Abdul-Ahad 2012). 
“Hal itu juga diperhatikan oleh organisasi terorisme luar negeri yaitu Islamic State (selanjutnya disebut ISIS) sehingga pada tahun 2013, beberapa bagian Suriah jatuh dan nama Islamic State berubah menjadi Islamic State of Iraq and Levant yang juga memiliki nama lain yaitu Islamic State of Iraq and Syria”(Irshaid 2015).
 Konflik bersenjata di Suriah ini menjadikan pemerintah Suriah sulit untuk menyelesaikannya, sehingga pemerintah Suriah meminta bantuan negara maju untuk membantu menyelesaikan konflik bersenjata tersebut, dalam hal ini negara yang diminta bantuan tersebut adalah Rusia. Intervensi Rusia di Suriah diketahui bermula dari tahun 2015 (Anonim 2015). 
“Intervensi ini pada awalnya dilakukan dengan serangan udara yang dilakukan oleh pesawat Rusia untuk melawan kelompok-kelompok militan oposisi yang melawan pemerintah Suriah. 
Intervensi dari Rusia membuat pemerintah Suriah mendapatkan banyak keuntungan. Salah satu keuntungan termasuk pencaplokan kembali daerah Palmyra dari ISIS pada tahun 2016, perebutan kembali sebagian besar daerah di Aleppo pada Desember 2016, dan menghancurkan pengepungan yang dilakukan ISIS di Deir ez-Zor selama 3 tahun dan mengamankannya” (Gibbons-Neff 2016).
Rusia tercatat memakai tentara bayaran dalam intervensinya ke Suriah (Karouny 2015). Tentara bayaran atau dalam Bahasa Inggris Private Military Company (selanjutnya disingkat PMC). PMC adalah sebuah perusahaan yang terlibat secara langsung dalam pertempuran dengan tujuan untuk keuntungan pribadi. Dengan bantuan dari tentara bayaran tersebut, Rusia dapat melancarkan serangannya, dan mempertahankan kedaulatan dari Suriah. PMC yang ditugaskan Rusia untuk berada di Suriah adalah Wagner Group.
Wagner adalah perusahaan PMC yang berada di Rusia yang aktif di Ukraina dan Suriah(Anonim 2020).
“Keberadaan Wagner di Suriah terlihat sejak Oktober 2015, saat diketahui bahwa terdapat personil PMC yang meninggal pada serangan pemberontak di Latakia(Karouny 2015).”
PMC Wagner terlibat dalam serangan Palmyra pada tahun 2016 dan 2017(Leviev 2017), serta serangan Angkatan Darat Suriah di Suriah tengah pada musim panas 2017, dan Pertempuran Deir ez-Zor di akhir 2017(Korotkov 2016). Mereka berperan sebagai penasihat garis depan, koordinator serangan, dan pengontrol serangan udara, yang memberikan panduan dalam memberi dukungan udara. Kebanyakan serangan yang diberikan oleh para tentara bayaran itu adalah tipe serangan udara, dan kadang-kadang serangan itu mengenai area rakyat sipil yang dapat menimbulkan kerusakan baik bangunan atau kematian. Satu kasus kematian yang disebabkan oleh Wagner telah dilaporkan sampai ke Moskow oleh keluarga korban(Media Line Staff 2021).
Dalam keterlibatannya di Rusia, tercatat bahwa PMC Wagner lebih banyak berguguran dibandingkan dengan tentara Rusia yang asli. Menteri Luar Negeri Rusia memperkirakan perbandingannya adalah 1:200 pada tahun 2017 (Rendboe 2019). Salah satu kasus paling terlihat dalam keterlibatan PMC Wagner dalam perang Suriah adalah jumlah korban dari PMC Wagner pada 7-19 Januari 2018(Gibbons-Neff 2018), di Khasham, bagian timur Suriah (selanjutnya disebut pertempuran Khasham). 

“Pada awalnya, pertempuran ini dilatarbelakangi oleh perjanjian antara pihak pro-pemerintah dan SDF yang merupakan kontra pemerintah untuk berbagi wilayah di antara sungai Eufrat. Pihak pro-pemerintah dengan sekutunya yaitu Rusia ada di wilayah barat daya, sedangkan SDF dengan sekutunya yaitu Amerika Serikat berada di timur laut. Mereka saling berjanji untuk saling tidak mengganggu satu sama lain, dan tidak melewati batas masing-masing(Rendboe 2019).”
Pada tanggal 7 Januari 2018 malam, serangan terjadi. Pasukan sejumlah 500 orang yang terdiri dari tentara pro-pemerintahan Suriah dan PMC Rusia meluncukan serangan pada gedung pusat SDF di sisi timur laut sungai Eufrat (Gibbons-Neff 2018). Pasukan ini dilengkapi dengan artileri, tank, dan senjata mortar (Rendboe 2019). Kemudian pihak Amerika menembakkan tembakan peringatan, namun tidak diacuhka, sehingga serangan itu tetap dilanjutkan(Gibbons-Neff 2018). Pihak Amerika pun membalas serangan itu dengan serangan udara menggunakan pesawat jet F-22, pesawat F-15, dan drone jenis MQ9 (Starr and Browne, 2018). 

Kejadian itu mengakibatkan kematian banyak orang, termasuk pihak dari Pemerintah Suriah dan Rusia. Menurut perhitungan pihak Amerika, serangan ini mengakibatkan kematian pada sekitar 300 tentara Wagner(Gibbons-Neff 2018). Klaim tersebut juga didukung oleh surat kabar Russia Kommersant dan Cossack Ataman Evgenii Shabayev. Dalam keterangan resmi dari Rusia, Rusia tidak mengakui adanya kematian dari pihaknya dan bahkan Rusia menolak seluruh klaim yang diberikan oleh Amerika (Rendboe 2019). Hal itu dikarenakan pihak Rusia yang gugur tersebut merupakan pihak dari tentara bayaran yang disewa oleh Rusia, jadi tidak terdaftar dalam daftar personil militer Rusia (Linder 2018). Namun pada tanggal 15 Februari 2018, akhirnya Rusia menyatakan bahwa terdapat 5 orang Rusia yang menjadi korban dalam pertempuran Khasham (Anonim 2018).
Setelah pengakuan resmi dari Rusia, terdapat sumber-sumber tidak resmi Rusia yang menyatakan bahwa korban jiwa dalam pertempuran Khasham tidak hanya 5. Beberapa di antaranya adalah pernyataan politikus sayap kanan Rusia Viktor Alskins yang menyatakan bahwa terdapat 334 korban jiwa. Ada pula dokter militer Rusia yang bernama Shabayevm yang menyatakan bahwa terdapat 100 korban jiwa dan 200 korban luka-luka(Tsvetkova 2018). Kemudian, pihak polisi khusus Ukraina berhasil mengungkap identitas sekitar 80 PMC Wagner yang gugur dalam pertempuran Khasham (Rendboe 2019).
Para tentara tersebut juga tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah Rusia yang menyatakan bahwa mereka meninggal untuk membela negaranya.

“Pada bulan September 2017, seorang tentara bayaran bernama Yevgeny Alikov meninggal di Suriah, dan keluarganya hanya mendapatkan uang asuransi kematian sebesar 5 juta rubel, dan peti mati berisi jenazah Yevgeny dari seorang pemuda, sehari setelah para keluarga mendapatkan kabar melalui telpon bahwa Yevgeny sudah meninggal. Keluarganya menginginkan pemerintah Rusia mengakui bahwa Yevgeny meninggal untuk membela negaranya, namun ditolak (Nazarova and Barabanov 2018).”
Tidak diakuinya keberadaan tentara bayaran ini diduga dilakukan Rusia untuk mendapatkan kesan bahwa militer Rusia adalah kuat dan tidak tertandingi. Dapat dilihat dari kematian para tentara bayaran tidak dimasukkan ke dalam daftar korban, walaupun para tentara bayaran ini harus berada di garis depan. Dikhawatirkan juga jika PMC ini menimbulkan korban sipil juga terdapat kebingungan atas siapa yang bertanggung jawab, apakah Rusia sebagai negara asal (home state) dan penyewa (hiring state), Suriah sebagai negara tuan rumah (host state), atau PMC sendiri sebagai perorangan. Hukum humaniter internasional mengatur tentang tanggung jawab pada sesama kombatan, tanggung jawab pada warga sipil, tanggung jawab pada pemerintah setempat, namun dalam hukum humaniter internasional tidak tertulis mengenai tanggung jawab negara dalam tentara bayaran. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membuat artikel pada Private Military Company dalam Pertempuran Khasham Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional”.
Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya adalah apa saja tanggung jawab negara penyewa pada PMC dalam pertempuran Khasham yang ditinjau dari hukum humaniter internasional dan apa kedudukan PMC dalam hukum humaniter internasional.
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah kekosongan norma, yakni karena aturan yang ada dalam PMC selama ini terbatas pada perlindungan pada tawanan perang, namun tidak diberi kejelasan dengan status hukumnya yang lebih jelas akan kedudukannya, apakah dia kombatan atau masyarakat sipil, dan juga tidak adanya kejealsan akan tanggung jawab negara pada PMC, sehingga ada yang meminta tanggung jawab negara untuk memperlakukan PMC setara dengan tentara biasa.  Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis tanggung jawab negara pada PMC pada pertempuran Khasham Serta menganalisis akan kedudukan PMC dalam hukum humaniter internasional. 
METODE

Jenis penelitian hukum ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yaitu dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menghasilkan pencapaian berupa persepsi yang seharusnya berdasarkan norma (Marzuki 2013). Isu hukum dalam penelitian ini adalah kekosongan norma. Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach.)

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan/atau regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti (Marzuki 2013), selain itu juga melihat bagaimana proses yang dibenarkan dalam peraturan tersebut dan melihat para pihak yang terlibat didalamnya. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) digunakan oleh peneliti untuk mengungkap teori maupun doktrin para ahli mengenai isu yang dibahas oleh peneliti. Peneliti akan mempelajarinya dan menemukan gagasan-gagasan atau ide-ide yang akan melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai pertanggungjawaban negara terhadap PMC di pertempuran Khasham, dan kedudukan hukum PMC pada hukum humaniter internasional.  

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Sumber bahan hukum primer adalah sumber yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun putusan atau kebijakan mengenai hukum humaniter internasional. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1) Konvensi Den Haag 1907;

2) Konvensi Jenewa 1949;

3) Aturan Tambahan (I) Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional 1977;
4) Aturan Tambahan (II) Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata non-Internasional 1977;
5) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Mercenaries 1989
6) The Montreux Document on Private Military and Security Companies 2008.

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah, yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap obyek yang diteliti.


Bahan non hukum adalah bahan yang berupa literatur dari non hukum sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black’s Law Dictionary, buku dan sumber-sumber nohukum lainnya yang mendukung penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara mengumpulkan regulasi-regulasi berdasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dan non-hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan pustaka pada perpustakaan maupun tempat-tempat lain.


Teknik analisis yang digunakan adalah dengan melakukan telaah secara mendalam dari isu hukum yang kemudian dipertemukan pada sumber bahan hukum lalu kemudian melihat hubungan-hubungan didalamnya hingga kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum yang diteliti dan memberikan penilaian atau preskripsi mengenai apa yang seharusnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pada Negara yang Menyewa Tentara Bayaran Menurut Hukum Humaniter Internasional
Sebagai kerangka hukum internasional yang dirancang khusus untuk konflik bersenjata, hukum humaniter internasional memberikan titik awal yang jelas untuk setiap pertimbangan kewajiban negara tuan rumah dan penyewa untuk mengendalikan PMC. Titik awal tersebut adalah Common Article I Geneva Convention, yakni pasal 1 umum untuk empat Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I, secara luas disebut sebagai ’Common Article 1', yang berbunyi: 

“..menetapkan kewajiban umum pada semua negara 'untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dalam segala keadaan”(International Committee of the Red Cross 1949).
 Ungkapan 'dan untuk memastikan rasa hormat' menunjukkan bahwa ketentuan ini lebih dari sekadar kewajiban untuk menahan diri dari pelanggaran hukum humaniter internasional, dan mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah positif untuk mempromosikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional. Umumnya, untuk memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional akan tumpang tindih dengan kewajiban yang lebih spesifik dari negara tuan rumah di bawah hukum humaniter internasional. Namun, Common Article 1 tetap dapat memainkan peran penting sebagai kewajiban tambahan, mengisi kesenjangan antara aturan-aturan yang lebih spesifik dan menetapkan standar perilaku dasar untuk semua negara yang wilayahnya sedang berlangsung konflik bersenjata internasional atau non-internasional. 

Cakupan luas dan penerapan universal Common Article 1 membedakannya dari aturan hukum internasional terkait lainnya dan membutuhkan analisis lebih lanjut. Ungkapan 'dalam segala keadaan' menunjukkan bahwa Pasal Umum 1 tidak bersyarat dan tidak dibatasi oleh persyaratan timbal balik. Kewajiban tersebut tidak hanya berlaku untuk konflik internasional, tetapi juga untuk konflik non-internasional sejauh termasuk dalam Common Article 3 yang berbunyi:

“Dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang terjadi di wilayah salah satu Pihak Peserta Agung, setiap Pihak dalam sengketa wajib menerapkan, sekurang-kurangnya, ketentuan-ketentuan berikut:

1) Orang-orang yang tidak ikut serta secara aktif dalam permusuhan, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata mereka dan mereka yang ditempatkan hors de combat karena sakit, luka, penahanan, atau sebab lain apa pun, dalam segala keadaan harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa perbedaan merugikan yang didasarkan pada ras, warna kulit, agama atau keyakinan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan, atau kriteria serupa lainnya. Untuk tujuan ini, perbuatan-perbuatan berikut ini dan akan tetap dilarang setiap saat dan di tempat apapun sehubungan dengan orang-orang tersebut di atas:

a) kekerasan terhadap kehidupan dan pribadi, khususnya pembunuhan dalam segala jenis, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan;

b) penyanderaan;

c) penghinaan terhadap martabat pribadi, khususnya perlakuan yang menghinakan dan merendahkan martabat;

d) menjatuhkan hukuman dan melaksanakan eksekusi tanpa keputusan sebelumnya yang diucapkan oleh pengadilan yang dibentuk secara teratur, memberikan semua jaminan peradilan yang diakui sebagai sangat diperlukan oleh masyarakat beradab.

2) Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.

Badan kemanusiaan yang tidak memihak, seperti Komite Palang Merah Internasional, dapat menawarkan jasanya kepada Pihak-pihak dalam konflik. Pihak-pihak dalam sengketa selanjutnya harus berusaha untuk memberlakukan, melalui persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan-ketentuan lain dari Konvensi ini. Penerapan ketentuan-ketentuan sebelumnya tidak akan mempengaruhi status hukum Para Pihak dalam sengketa” (International Committee of the Red Cross 1949).
 Pengadilan lebih lanjut mencatat bahwa kewajiban untuk memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional 'tidak hanya berasal dari Konvensi itu sendiri, tetapi dari prinsip-prinsip umum hukum humaniter di mana Konvensi hanya memberikan ekspresi khusus. 

“Terlepas dari Common Article 1, negara harus dengan jelas memastikan bahwa personel PMC yang bertindak sebagai agen negara menghormati aturan substantif hukum humaniter internasional tersebut” (Tonkin 2011).

Suatu negara bertanggung jawab atas tindakan angkatan bersenjatanya dan orang atau kelompok lain yang sebenarnya bertindak atas instruksinya atau di bawah arahan atau kendalinya. 

Jika Common Article 1 terbatas pada kewajiban untuk memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional oleh agen negara, hal itu akan menjadi mubazir sebagai kewajiban hukum(Tonkin 2011). 

Jika PMC adalah anggota angkatan bersenjata, negara diwajibkan untuk menginstruksikan mereka dalam hukum humaniter internasional (The Hague Convention 1907) dan angkatan bersenjata tersebut juga diharuskan memiliki penasihat hukum. Jika mereka bukan anggota angkatan bersenjata, persyaratan untuk melatih mereka perlu ditemukan dalam ketentuan lain. Ketentuan khusus yang berkaitan dengan orang-orang yang bukan anggota angkatan bersenjata memang ada dalam Konvensi Jenewa Ketiga dan Keempat. Pasal 127(2) Konvensi Ketiga menyatakan bahwa: 

“Setiap militer atau otoritas lainnya, yang pada waktu perang memikul tanggung jawab sehubungan dengan tawanan perang, harus memiliki teks Konvensi dan diinstruksikan secara khusus mengenai ketentuan-ketentuannya” (International Committee of the Red Cross 1949).
Pasal 144(2) Konvensi Keempat menyatakan kalimat yang serupa: 

“Setiap otoritas sipil, militer atau lainnya, yang pada waktu perang memikul tanggung jawab sehubungan dengan orang-orang yang dilindungi, harus memiliki teks Konvensi dan diinstruksikan secara khusus mengenai ketentuan-ketentuannya” (International Committee of the Red Cross 1949).
Pertanyaan sehubungan dengan pasal-pasal ini adalah apakah istilah "otoritas lain" menyiratkan badan pemerintah, atau apakah seseorang harus berkonsentrasi pada ungkapan "mengambil tanggung jawab"? Ketika ini dirancang, pemerintah tidak memikirkan PMC. Di satu sisi, pemerintah tidak dapat bertanggung jawab atas orang pribadi mana pun yang melakukan beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah, seperti pengiriman bantuan. Di sisi lain, akan sesuai dengan semangat ketentuan ini untuk mengharuskan mereka diterapkan pada PMC yang disewa untuk melakukan tanggung jawab ini.
Montreux Document mengatur lebih jauh tentang tanggung jawab negara pada PMC, sayangnya aturan ini bersifat tidak binding aturan dan masih pelu ketentuan dari masing-masing negara untuk membuat aturan tentang PMC. Dalam Montreux Document, yang tertulis tentang tanggung jawab negara pada PMC  di dalamnya antara lain:

“1. Negara Penyewa mempertahankan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, bahkan jika mereka mengontrak PMC untuk melakukan kegiatan tertentu. Jika mereka sedang menduduki kekuasaan, mereka memiliki kewajiban untuk mengambil semua tindakan dalam kekuasaan mereka untuk memulihkan, dan memastikan, sejauh mungkin, ketertiban dan keamanan umum, yaitu melakukan kewaspadaan dalam mencegah pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia.

2. Negara Penyewa memiliki kewajiban untuk tidak mengontrak PMC untuk melakukan kegiatan yang secara eksplisit ditetapkan oleh hukum humaniter internasional kepada agen atau otoritas Negara, seperti menjalankan kekuasaan petugas yang bertanggung jawab atas kamp tawanan perang atau tempat interniran warga sipil sesuai dengan Konvensi Jenewa.

3. Negara Penyewa memiliki kewajiban, dalam kekuasaannya, untuk memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional oleh PMC yang mereka kontrak, khususnya untuk:

a) memastikan bahwa PMC yang mereka kontrak dan personel mereka menyadari kewajiban mereka dan dilatih sesuai dengan itu;

b) tidak mendorong atau membantu, dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah, setiap pelanggaran hukum humaniter internasional oleh personel PMC;

c) mengambil langkah-langkah untuk menekan pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh personel PMC melalui cara yang tepat, seperti peraturan militer, perintah administratif dan tindakan pengaturan lainnya serta sanksi administratif, disiplin atau yudisial, jika sesuai.

4. Negara-negara Penyewa bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka di bawah hukum hak asasi manusia internasional, termasuk dengan mengambil langkah-langkah legislatif dan tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk memberlakukan kewajiban-kewajiban ini. Untuk tujuan ini mereka memiliki kewajiban, dalam keadaan tertentu, untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki dan memberikan solusi yang efektif untuk kesalahan yang relevan dari PMC dan personel mereka (Montreux 2008).”

Dalam kasus pertempuran Khasham ini, PMC Wagner terlibat dalam penyebrangan sungai Eufrat yang menyebabkan pertempuran ini, menyerang seorang warga sipil, dan di sisi lain dari PMC Wagner sendiri banyak yang berguguran, namun Rusia menampik akan fakta tersebut. 


Jika disesuaikan dengan uraian di atas, Rusia sebagai contracting state atau negara penyewa seharusnya tidak membiarkan adanya pelanggaran hak asasi manusia seperti menyerang warga sipil. Dalam Konvensi Jenewa juga diatur mengenai tanggung jawab dan kewajiban Negara atas tindakan penyalahgunaan dan pelanggaran, dalam Pasal 49 konvensi Jenewa 1949 berbunyi :

“Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh pasal yang terdahulu ialah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang-orang atau milik yang dilindungi oleh konvensi: pembunuhan disengaja, penganiayaan, atau perlakuan tak berkeprimanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta penghancuran yang luas dan tindakan perampasan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum serta dengan semena-mena (International Committee of the Red Cross 1949).”
Jika melanggar hal-hal tersebut maka Negara bisa dinminta pertanggungjawabannya, baik dengan hukuman pidana dan perdata (ganti rugi). Rusia bisa melakukan tanggung jawab atas tindakan PMC, yakni dengan mengadakan penyelidikan dan pengadilan yang adil, baik untuk PMC yang menjadi korban dan baik untuk PMC yang menjadi pelaku kejahatan kepada warga sipil.
Kedudukan PMC Menurut Hukum Humaniter Internasional

PMC sering beroperasi dalam situasi konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Mereka kadang-kadang disewa oleh negara pihak dalam konflik, lebih jarang oleh pihak non-negara dalam konflik bersenjata internal atau oleh perusahaan yang berusaha melindungi operasinya di negara tempat konflik terjadi. Meskipun PMC adalah fenomena yang relatif baru, partisipasi dalam konflik bersenjata dari orang-orang yang tidak secara resmi menjadi anggota angkatan bersenjata reguler masih jauh dari baru. Hukum humaniter internasional memiliki aturan luas yang berkaitan dengan orang-orang tersebut, apakah itu status dan perlakuan mereka setelah ditangkap, penggunaan kekuatan oleh atau terhadap mereka juga sebagai tanggung jawab negara atau individu atas tindakan mereka.


Meskipun ada referensi khusus untuk tentara bayaran dalam hukum humaniter internasional, tidak ada referensi khusus untuk PMC baik dalam perjanjian hukum humaniter internasional maupun mereka secara khusus diatur dalam hukum kebiasaan internasional. Maka, benar untuk mengatakan bahwa tidak ada peraturan terpisah tentang PMC seperti itu, tetapi tidak akurat untuk mengatakan bahwa tidak ada hukum yang berlaku untuk mereka sama sekali. Tergantung pada situasinya, aspek-aspek tertentu dari hukum yang ditetapkan akan berlaku. Beberapa masalah, bagaimanapun, tetap tidak jelas dalam undang-undang, dapat diselesaikan oleh praktik negara - negara di masa depan. 

Dalam tatanan hukum humaniter internasional saat ini, banyak kendala dalam penggunaan kekuatan dan pelaksanaan konflik bersenjata didasarkan pada persepsi yang berpusat pada negara. Hanya ada beberapa peraturan eksklusif untuk beberapa elemen non-negara lainnya seperti tentara bayaran. Para PMC belum termasuk di antara elemen-elemen itu, meskipun kemampuan dan kekuatan militer mereka semakin maju. Oleh karena itu, perilaku buruk para PMC merupakan masalah besar yang harus ditangani oleh hukum internasional. Pendekatan apa pun untuk melihat PMC hanya sebagai jenis perusahaan lain yang disewa oleh negara melalui kontrak pribadi untuk beberapa layanan tidak masuk akal lagi. 

Pada status hukum mereka dalam hukum internasional, batas-batas kegiatan militer mereka tidak diperjelas melalui kerangka hukum tertentu, risiko pelanggaran norma hukum internasional oleh mereka akan meningkat. Jelas bahwa ambiguitas semacam itu membuka jalan bagi munculnya komplikasi hukum yang kritis. Komplikasi hukum tersebut diupayakan untuk ditangani terutama oleh hukum humaniter internasional karena masalah yang paling aktual dan menyedihkan yang timbul dari kegiatan PMC berada dalam ruang lingkup hukum humaniter internasional. Kemampuan lanjutan dari PMC terkadang dapat menyebabkan pelanggaran norma hukum humaniter internasional melalui negara. 
Seperti dalam kebanyakam kasus, para PMC mungkin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara efektif atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang tidak akan terjadi pada agen-agen negara. Dalam kata lain, PMC yang disewa oleh negara dapat memberikan “perlindungan perusahaan” terhadap tanggung jawab negara-negara tersebut atas pelanggaran hukum humaniter internasional, karena sulit untuk mengaitkan kegiatan kontraktor dengan negara bagian dan penuntutan mereka dilakukan di tingkat domestik.
Namun, dengan tidak adanya regulasi terpisah yang berkaitan dengan PMC, beberapa aturan dan konsep hukum humaniter internasional saat ini menawarkan bantuan kepada kita untuk mengatur kegiatan PMC. Dalam hal ini, aturan yang paling relevan adalah aturan tentang kombatan dan warga sipil. Kategorisasi kombatan dan warga sipil merupakan salah satu pilar utama “hukum perang”, karena status kombatan memberikan hak istimewa kepada angkatan bersenjata dalam peperangan:

- Mereka yang berstatus kombatan berhak ikut serta secara langsung dalam permusuhan sedangkan yang berstatus sipil tidak memiliki hak yang sama(Henckaerts and Doswald-Beck 2005). Ketika warga sipil mengambil bagian dalam permusuhan langsung, mereka dapat dikenakan pidanan yurisdiksi.

- Di sisi lain, warga sipil tidak dapat menjadi sasaran dalam serangan militer sementara itu legal untuk menargetkan kombatan(Henckaerts and Doswald-Beck 2005).
- Isu penting lainnya adalah status “tahanan perang (Prisoners of War)”. Kombatan pada prinsipnya memiliki hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang setelah mereka ditangkap oleh pasukan musuh, sedangkan warga sipil pada prinsipnya tidak memiliki hak yang sama.


Dalam kebanyakan kasus, tidak mungkin untuk mengklaim bahwa PMC secara resmi dimasukkan ke dalam angkatan bersenjata suatu negara, meskipun anggota dari beberapa PMC mungkin menjalankan fungsi militer konvensional atau dalam praktiknya, tampaknya bertindak dalam koordinasi intensif dengan angkatan bersenjata. dari sebuah negara. Memang, tidak terlalu sering melihat PMC yang tergabung dalam angkatan bersenjata. Lagi pula, jika PMC dimasukkan ke dalam angkatan bersenjata suatu negara, maka itu akan menyelesaikan semua masalah hukum dan kegiatan mereka akan dianggap sebagai kegiatan angkatan bersenjata tempat mereka tergabung. 
Namun, dalam banyak kasus, negara bagian dengan sengaja lebih memilih untuk tidak memasukkan PMC ke dalam angkatan bersenjata mereka untuk menghindari potensi tanggung jawab atas aktivitas ilegal PMC atau operasi rahasia yang akan mereka lakukan. Kemungkinan kedua yang dikemukakan oleh Konvensi Ketiga dalam Pasal 4(A)-nya adalah :
“…bahwa para PMC dapat dianggap sebagai milisi atau korps sukarelawan yang berperang atas nama angkatan bersenjata dari pihak yang berkonflik.(International Committee of the Red Cross 1949)”.

 
Juga, beberapa komentator berpendapat bahwa interpretasi teleologis Pasal 4A (1) akan menjadi hambatan untuk membenarkan penggunaan ketentuan ini dan memberikan status kombatan kepada PMC (Baran 2020) . Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengklaim bahwa PMC dapat sepenuhnya dicakup oleh kategori kombatan ini. 
Singkatnya, hanya karena PMC membuat kontrak dengan negara, dan dengan demikian memperkuat kegiatan militer angkatan bersenjata mereka, mereka tidak dapat diberikan status kombatan secara langsung. 
“Untuk memperoleh status ini, para PMC perlu secara resmi dimasukkan ke dalam angkatan bersenjata suatu negara pihak yang berkonflik atau, paling tidak, beroperasi di bawah rantai komando mereka sebagai kelompok milisi yang dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahannya., membawa tanda pembeda tetap yang dapat dikenali dari kejauhan, membawa senjata secara terbuka dan melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang (Baran 2020).

Oleh karena itu, masuk akal untuk menyatakan bahwa sebagian besar PMC harus diberikan status sipil ketika mereka tidak diberikan status kombatan karena status sipil didefinisikan dalam Pasal 50(1) Protokol Tambahan I sebagai “semua orang yang bukan milik untuk kategori kombatan sebagaimana tercantum dalam Konvensi Jenewa”(International Committee of the Red Cross 1949). Namun, warga sipil harus dibagi menjadi dua kategori: warga sipil yang menyertai angkatan bersenjata dan warga sipil biasa. Pertama didefinisikan dalam Pasal 4(4) Konvensi Jenewa (III). Menurut Pasal 4(4), 

“..penduduk sipil yang menyertai angkatan bersenjata melakukan beberapa dinas angkatan bersenjata tanpa menjadi anggota angkatan bersenjata dan tidak ikut serta dalam permusuhan langsung di luar pertahanan diri pribadi” (International Committee of the Red Cross 1949).

 Tidak hanya dilarang bagi mereka untuk mengambil bagian dalam permusuhan langsung, tetapi mereka juga tidak diperbolehkan untuk membawa senjata. Jika mereka berpartisipasi dalam permusuhan langsung, mereka akan dilucuti dari perlindungan yang diberikan oleh hukum humaniter internasional.

Jelas, tidak mungkin PMC dicap sebagai warga sipil yang mendampingi angkatan bersenjata, karena tugas mereka juga mengambil bagian dalam permusuhan secara langsung. Di sisi lain, sangat penting untuk mendefinisikan “partisipasi secara langsung dalam permusuhan”, karena ini adalah penentu saat menentukan apakah anggota perusahaan pemasok dapat diberikan warga sipil yang menyertai status angkatan bersenjata. Beberapa kebingungan mungkin muncul ketika beberapa tugas yang dilakukan oleh perusahaan pemasok berada di zona abu-abu. Pasal 67 ayat 1(E) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 mengklasifikasikan “partisipasi langsung dalam permusuhan” dan “tindakan yang merugikan pihak lawan. ” sebagai dua yang berbeda Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) juga telah mengadopsi pendekatan yang sama dan menguraikan klasifikasi ini. Pada ICTJ dinyatakan bahwa: 
“..membawa atau menggunakan senjata, terlibat dalam kegiatan militer, berpartisipasi dalam penyerangan terhadap komoditas atau peralatan militer pihak lawan, mengirimkan intelijen militer untuk penggunaan segera, mengirimkan senjata langsung ke garis depan; berfungsi sebagai penjaga, petugas intelijen, penjaga atau pengamat untuk angkatan bersenjata pihak dalam konflik dianggap sebagai partisipasi langsung dalam permusuhan”(Tribune 2009) .
Seperti yang dapat dilihat, aktivitas yang dianggap sebagai partisipasi langsung dalam permusuhan tidak harus merupakan aktivitas ofensif dan spektrum aktivitas yang luas dapat dianggap termasuk dalam kategori ini. Seperti yang dinyatakan Cameron bahwa:

“masalah yang ditimbulkan oleh kurangnya perbedaan antara serangan ofensif dan defensif paling baik diilustrasikan dengan penggunaan perusahaan militer swasta sebagai penjaga keamanan” (Cameron 2006).
Terlepas dari semua poin yang membingungkan, bahwa setidaknya beberapa kegiatan yang berkontribusi pada upaya militer suatu pihak dalam konflik seperti menjual barang ke pihak tersebut, mengumpulkan dan mengirimkan intelijen militer umum; penyediaan makanan, minuman dan barang kebutuhan pokok lainnya; pengiriman senjata dan peralatan militer, bertanggung jawab atas pemilihan dan pelatihan staf militer dan pemeliharaan senjata tidak dapat dianggap sebagai partisipasi langsung dalam permusuhan. Khususnya, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) menunjukkan bahwa penyebab langsung antara militer tindakan dan kerugian bagi pihak yang merugikan merupakan elemen konstitutif dari partisipasi langsung dalam permusuhan.
PENUTUP

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanggung jawab negara pada PMC berdasar pada Common Article 1 Konvensi Jenewa yang menyatakan bahwa setiap tindakan harus menghormati hukum humaniter internasional.

2. Status hukum PMC masih membingungkan, mereka termasuk sekaligus dalam kombatan dan civilian.
SARAN

1. Rusia sebagai negara penyewa seharusnya lebih memerhatikan PMC yang disewa, terutama  yang sedang berada di luar negeri baik untuk kesejahteraan dan hukuman, karena dengan adanya kasus seperti ini Rusia bisa dicap buruk oleh dunia sebagai negara yang tidak bertanggung jawab pada PMCnya.

2. Perlunya kejelasan hukum dan aturan yang mengikat tentang PMC, baik dari hukum humaniter internasionmal atau hukum positif tiap negara di dunia tentang kejelasan status PMC.
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